LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 6 TAHUN 2004 SERL: E NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG
PENGATURAN KEWENANGAN DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
BUPATI KEBUMEN,

Memumbang . a bahwa dengan telah diundangkannya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 fentang
Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan
Otonomi Desrsh yang luss, nyaia dan
bertanggungjawab sebagai wijud pelaksanaan
Desentralisasi  dalam  Negara  Republik
Indonesia i Daerah Eabupaten/Fota perlu

segera diwujudkan |







Mengingat

bl

r

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka
perlu mengatur tentang Fewenangan Desa yang
ditetapkan deugan Peraturan Daerah
Undang-undang  Nomor 13 Tabun 1950
tertang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah jo. Perafuran Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950 tentang Peuetapan Mulat
Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tabun
1950 ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839 3

Undang-undang Nomor 23 Tshun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1096 Nomeor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848},



-



Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
teptang  Fewenangan Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah (tonom
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomwor 34,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 395 2);
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa {Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4155}

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik  Penyusuman Peraturan
Perumdang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang - undang, Rancangan FPeraturain
Pomerintah  dan  Rancangan Feputusan
Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 78 ) ;

7. Kepuinsan Menter Dalam Negent Nomor
130 — 62 Tahun 2002 tentang Pengakuan
Kewenangan Fabupaten/ Fota |






8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48
Tahun 2002 temtang Tekmk Penyusunan
Peramwan Desa dan Fepwtusan Hepala Desa

9. Feputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Eabupraten Cebumen Nomor
75/ FPFTS/DPRD2001 tentang Peraturan Tala
Tertib Dewan Perwakilan Rakvat Daerah

Fabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAEKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Menztapkan

FEBUMEN
. MEMUTUSE.AN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PENGATURAN
KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

halam Persturan Daerah ini vang dimaksud dengan

Draersh adalsh Ksbupaten Febunwn,

Pomerintah Dasrah adalah Pemerintah Fabupaten Febumen.
Bupatii adsiah Bupati Kebumen

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakvai Dacsrah Ksbupaten Eebumen.

Desa adalsh kesatuan masyarakat hukum  yang  meulida
kewenangan untuk mengatur dan  mengurus kepenfingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan aclat—istiadat
setempat yang dizkul dalam sistem Pemerintahan Nasicnal dan
berada i Daerah.

Pemerimtahan Desa  adalah  kegistan Pemerniniahan yang
dilsksmnakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
Lembaga Legistasi dan Pengawasan dalam hal pelalsanaan
Peratiran Desa, Aunggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Keputosan Kepala Desa.

Pemerintah Desa adalah Fepala Desa dan Perangkat Desa.
Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan
Desa dalam menyelenggarakan rumah fangganya sendin
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada
di daerah Kabupaten,






BABII
KEWENANGAN DEBGA

Pasal 2
K ewenangan Desa mencakup !

a. Kewenangan yang sudah ada berda sarkan hak azal usul Desa |
b. Kewenangan yvang oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemenntab
dan

¢. Tugas Pembantuan dan Pemerintah. Pemerintah Propinsi dan
gtan Pemeriniah Daerah kepada Desa disertal dengan
pembiayaan, sarana dan prasarana seria sumber daya manusia.

Paszal 3

Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi bidang-
bidang :







Bidaag Pertsnian |
Bidang Periambangan dan Energi |
Bidang Kelmtanan dan Perkebunan |
Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
Bidang Perkoperasian ;
Bidang Ketenagakerjaan
Bidang Keschatan ;
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
Bidang Sesial |
Bidang PU
. Bidang Perhubungan ;
Bidang Lingkungan Hidup ;
m. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik Dalam
Neageri;
n. Bidang Otonomi Desa
o. Bidang Peumbangsn Kenangan |
p. Bidang Tugas Pembanivan |
q. Bidsng Psnwisata |
r
g
t
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Bidang Pertanahan ;
Bidang Kependudukan ;
. Bidang Perencanaan |
u. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi.

Pasal 4

Jenis Kewenangan masing-masing bidang dimaksud pada Pasal 3
sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah ini.






Passl 5

(1) Desa menetapkan jeniz kewenangannya sebagaimana
dimaksud Pasal 4, dengan Peraturan Desa sefelah
mendapatkan pengakuan dari Bupati.

(2) Pengaknan Kewenangan Desa oleh Bupati berdasarkan
5. Potensi Dess meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial
budaya dan sumber daya manusia.
b. Sarana dan Prasarana.

(3) Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai Kewenangan
Desa menjadi Kewenangan Daerah.

Faszal 6

Untuk melaksanakan kewenangannya, Desa setiap tahun mendapat
bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

{(1).Pznstapan  Eewenangan Desz  dapat  ditinjan  kembali
disesnaikan dengan polensi dess, sarana dan prasarana desa,
minimal 5 { lima ) tabhun sekali.

(2). Bagi Desa vang belum menetapkan kewenangannya, Bupati
membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemenntahan Desa.
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BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal §

Yelambat — lambatmya 2 {dua} fabun semenjak diundangkannya
Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan Kewenangan
Desanya.

Pagal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pazal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3 - 2004

BUPATI KEBUMEN,
ttd

RUSTRININGSIH







Dinndagekan di Kebumen

Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

[LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMORGS
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HKEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG

PENGATURAN KEWENANGAN DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan
Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 ieniang
Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Republik
Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Womor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
Pengatwran Mengenal Desa dan 3{higa) Eepuiusan
Meanteri Dalam Negen, vaitu

1. Pershwan Menteri Dalam Negert Nomor 4 Talun
1999 fentang  Pencabutan beberapa Peraturan
Mernteri Dalam Negeri, Eeputusan Menteri Dalam
Negeri, dan Instruksi Menten Dalam Negeri
mengenar Pelakeanaan Undang-undang Nomer 5

Tahun 1979 tentang Pemﬂmmhau Dresa;
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2. Keputusain Menteri Dalam Negert Nomor 63 Tahun
1909 fentang  Petumjuk  Pelaksanaan  dan
Penvesuaian Peristilahan dalam Penvelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Feturahan,

3. Keputusan Menferi Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
1999 temtang Pedeman Umum  Pengaturan
Mengenal Desa.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah dan
Feputusan Menfert Dalam Negert di atas, maka salah
satu hal yvang harus dilaksanakan oleb Daerah adalah
meneiapkan Fewenangan Desa i Eabupaten
Febumen

Berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  tersebut
distas maka perlu menstapkan Peraturan Daerah

temtang Pengaluran Flewenangan desa di Kabupaten
Febumen

PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal 1 angka

{n g/d o Cokup pelaz

angka {7}

Pasal 1 angka @ Legislast vaitu  merumuskan

{8} dan  menetapkan  Peraturan
Desa bersama-sama

Pemermtah Desa |






Pasal 1 angka 9
s/d  angka 1D

Pagal 2 hwuf a

Pasal 2 huruf b

Pasal 2 hrad ¢

Pazal 3
Pasal 4

Cukup p2las.

Fewenangan yang sudah ada
berdasarkan hak asal-usul Desa
adalah  Fewenangan  yang
selama i ada dan telah
dilakeanakan coleh Desa, serta
belum diatmr oleh Pemerintah,
Pemerintah  Propinsi,  atau
Pemerintah Kabupaten.

Cukup pelas.

Menurat Peraturan Pemerintah
Nomor 76 Tahun 2001, yang
dimaksud Tugas Pembantuan
adalah Penugasan dart
Pemernintah, Pemerintah
Propinst, dan  Pemermntah
Eabupaten ke Desa untuk
melaksanakan  fugas  tertenfu
vang disertai  pembiayaan,
earang, dan  prasarana,  ceria
Sumber Daya Manusia dengan
kewajiban Deca  melaporkan
pelaksanaannya dan
bertanggung  jawab  kepada
vang menmigaskan.

Cukup jelas
Cukup jelas.






Pazal
Pasal
Pasal

Pasal

tn
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Cukup jelas.
Cukup jelaz.
Cukup jelas,

Dengan  tenggang wakitu 2
{duay tahun, yain

1. Bahwa i{sam) talun
pertanpy. adalah unfuk
mengadakan Sesiahisas |

. Bahwwa I{zam) tahun kedua,
adalah  unfuk  persiapan
pelaksanaan  Eewenaugan
dunaksud.

[

Cubup jelas.
Cukup jelas.
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